
KOMITMEN & UPAYA

PEMBERANTASAN TIPIKOR

  
  

Dr.Amalia Syauket,SH.Msi

Dr. Drs.BambangKarsono,SH.MM

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH

 
M

O
D

U
L
 P

E
M

B
E

L
A

J
A

R
A

N
 2  

Say NO

to corruption



TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr.Amalia Syauket,SH.Msi

Dr. Drs.BambangKarsono,SH.MM

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH

Ganjil,2023/2024 

MODUL PEMBELAJARAN-2



Pengantar

• Mata kuliah Tindak Pidana
Korupsi yang diselenggarakan
oleh Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya,
merupakan matakuliah mandiri
pada konsentrasi atau peminatan
Hukum Pidana.

• Mahasiswa Peminat Hukum
Pidana terutama di Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya terus meningkat tiap
semesternya.



• Hal tersebut yang mendorong tim
dosen pengampu mata kuliah
Tindak Pidana Korupsi untuk
memberikan pendalaman materi
yang cukup komprehensif .

• Materi pada modul pembelajaran
ini fokus pada pembahasan 7 jenis
tindak pidana seperti yang
tercantum dalam UU RI nomor : 31
Tahun 1999 juncto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 dalam
bentuk LectureNote sedangkan
contoh2 kasus dibahas dalam
diskusi.



• LectureNote ini dimaksudkan
sebagai media pembelajaran
dengan infografis dari berbagai
sumber yang akurat dan relevan,
untuk menarik dan memudahkan
pemahaman mahasiswa. Dengan
tetap merujuk pada RPS yang
berlaku. Semoga bermanfaat.

• Tim Penyusun:
• Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

• Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

• Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

• Nina Zainab,SH.MH



Daftar Isi

• Kerugian Keuangan Negara…..

• Tindak Pidana Gratifikasi…..

• Tindak Pidana Suap…

• Tindak Pidana Pemerasan…

• Tindak Pidana Curang….

• Tindak pidana Penggelapan dalam
jabatan………..

• Jenis Tindak Pidana Lain terkait
dengan proses pemeriksaan
korupsi……………….



KERUGIAN KEUANGAN 
NEGARA/DAERAH

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH



































TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.BambangKarsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH



pengertian

• Gratifikasi pada dasarnya adalah
“suap yang tertunda” atau sering
juga disebut “suap terselubung”.

• Pegawai negeri atau
penyelenggara negara (Pn/PN)
yang terbiasa menerima
gratifikasi terlarang lama
kelamaan dapat terjerumus
melakukan korupsi bentuk lain,
seperti suap, pemerasan dan
korupsi lainnya sehingga
gratifikasi dianggap sebagai akar
korupsi.



• Gratifikasi tersebut dilarang karena
dapat mendorong Pn/PN bersikap
tidak obyektif, tidak adil dan tidak
profesional. Sehingga Pn/PN tidak
dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik.Undang-undang
menggunakan istilah “gratifikasi
yang dianggap pemberian suap”
untuk menunjukkan bahwa
penerimaan gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.

























TINDAK PIDANA SUAP

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH























4 Cara Kurangi
Korupsi jenis Suap

• 1.Memperbaharui Regulasi
anti korupsi dan suap secara
berkala dan berkelanjutan.

• 2.Pelatihan 
anti korupsi menaikkan kesadaran
dan menciptakan kultur baru.

• 3.Identifikasi dini akan risiko
pemicu korupsi dan suap.

• 4.Menyusun alur pelaporan yang 
jelas dan tidak berbelit-belit.



Dampak Suap

• Adanya suap dan pungli dalam
sebuah perekonomian
menyebabkan biaya transaksi
ekonomi menjadi semakin tinggi. 
Hal ini menyebabkan inefisiensi
dalam perekonomian. 
Melambatnya perekonomian
membuat kesenjangan sosial
semakin lebar. Orang kaya dengan
kekuasaan, mampu
melakukan suap, akan semakin
kaya



pungli

• Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkap,
tindak meminta imbalan terhadap hak seseorang
dengan cara mempersulit telah menjadi kegiatan yang
biasa. Tindakan yang disebut pungli ini bertengger di
peringkat atas yang menjadi perhatian Ombudsman.





TINDAK PIDANA PEMERASAN

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH















Pemerasan & 
Pengancaman

• tindak pidana pemerasan diatur
dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal
367 Bab XXIII. Sebenarnya, dalam
bab ini mengatur dua macam tindak
pidana, yaitu pemerasan (affersing) 
dan tindak
pidana pengancaman (afdreiging). 
Kedua tindak pidana itu memiliki
inti atau sifat yang sama pada
dasarnya, yakni suatu perbuatan
yang memiliki tujuan memeras
orang lain. Karena itu, sifatnya yang 
sama, kedua tindak pidana ini diatur
dalam bab yang sama.

https://www.tempo.co/tag/pengancaman


• Meskipun memiliki karakteristik
yang sama antara pemerasan dan
pengancaman, tetapi keduanya
memiliki perbedaan. Perbedaan
keduanya terlihat dari cara
pemaksaan yang dilakukan. Cara 
pemaksaan pada tindak pidana
pemerasan adalah pelaku akan
memberikan ancaman atau
memfitnah dengan lisan, tulisan, 
atau menista atau mengumumkan
suatu rahasia. Sementara cara
pemaksaan pada tindakan
pengancaman menggunakan
ancaman atau tindakan kekerasan.



• perbedaan berikutnya terletak pada
jenis deliknya. Tindak pidana
pemerasan termasuk ke dalam delik
aduan (klachdelict) yang berarti
tindak pidana baru bisa diproses
apabila korban membuat
pengaduan/laporan. Sedangkan
tindak pidana pengancaman
merupakan delik biasa
(gewondelicten) yang bermakna
kasus tindak pidana pengancaman
bisa diproses meskipun tidak ada
persetujuan dari korban.

https://koran.tempo.co/read/cover-story/465472/dalih-delik-aduan-presiden-dalam-rancangan-kuhp


TINDAK PIDANA CURANG

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH
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TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH
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pengertian

• Penyalahgunaan/penggelapan dalam
jabatan adalah
seorang pejabat pemerintah yang
dengan kekuasaan yang dimilikinya
melakukan penggelapan laporan
keuangan, menghilangkan barang
bukti atau membiarkan orang lain
menghancurkan barang bukti yang
bertujuan untuk menguntungkan diri
sendiri dengan jalan merugikan
Negara.

















Penggelapan dalam
jabatan

❖a. Pegawai negeri menggelapkan
uang, membiarkan penggelapan
atau membantu melakukan
perbuatan tersebut. 

❖b. Pegawai negeri memalsukan buku
untuk pemeriksaan administrasi. 

❖c. Pegawai negeri merusakkan bukti.

❖d. Pegawai negeri membiarkan
orang lain merusakkan bukti. 

e. Pegawai negeri membantu orang
lain merusakkan bukti.



Unsur-unsurnya adalah :

❖a. Pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang diberi
tugas menjalankan suatu jabatan
mum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu. 

❖b. Dengan sengaja. 

❖c. Memalsu buku-buku atau
daftar-daftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi. 

✓Rumusan ini mengambil alih Pasal
416 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. 



Sanksi hukum
penggelapan dalam jabatan

• menurut Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, terutama bagi mereka yang 
menjalankan jabatan umum, yaitu
pidana minimal tiga tahun dan
maksimal lima belas tahun penjara
serta pidana denda paling sedikit
seratus lima puluh juta rupiah dan
paling banyak tujuh ratus lima puluh
juta rupiah.



JENIS TINDAK PIDANA LAIN TERKAIT 

DENGAN PROSES PEMERIKSAAN 
KORUPSI

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH



















Beberapa istilah
'pembongkar kejahatan"

• Whistle blower

• Justice collaborator

• Menurut Artidjo, Justice 
Collaborator merupakan orang yang 
terlibat dalam kesalahan suatu
tindak pidana dan bersedia untuk
mengungkap tindak pidana
tersebut. Sementara Whistle 
Blower merupakan orang yang 
mengungkap suatu kasus, tapi tidak
terlibat langsung dalam kasus
tersebut.





Dasar Hukum
Whistleblower

• Whistleblower secara yuridis
telah mendapatkan perlindungan, 
sebagaimana tertuang secara
implisit dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 
No 31 Tahun 2014 berkaitan
dengan Perubahan atas UU No 
13 Tahun 2006 atas Perlindungan
Saksi dan Korban.



• Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

•
– Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 
(perubahan atas UU Nomor 13 tahun
2006) tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

•
– Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 4 Tahun 2011

•
– Peraturan Bersama Menteri Hukum
dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK
LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, 
Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang 
Bekerjasama.

Dasar Hukum Justice 
Collaborator



Gate Keeper 
dalam TPPU hasil Korupsi

Profesional yang 
tersandera oleh

pragmantisme materi



Kasus Korupsi Gubernur
Papua-Lukas Enembe.2022



terminologi

• Gatekeeper merupakan istilah yang 
sering digunakan dalam pergaulan
internasional dalam praktik pencucian
uang untuk menyebut profesi di bidang
hukum dan keuangan dengan keahlian, 
akses, jaringan dan pengetahuan
khusus terhadap keuangan global, 
namun keahlian ini digunakan untuk
melawan hukum dan dimanfaatkan
dengan jalan yang salah, yakni mereka
memanfaatkan keahlian untuk
membantu pelaku kriminal dalam
menyembunyikan hasil tindak pidana.
Profesi yang dimaksud meliputi
Advokat, Akuntan, Notaris, PPAT dan
Perencana Keuangan



• Hal senada diungkapkan oleh
Kevin, gatekeeper berupa
Pengacara, Notaris, trust dan
Penyedia Jasa Perusahaan 
(Company Services 
Provider/TCSP), Agen Real Estate, 
Akuntan, Auditor dan usaha serta
profesi non-keuangan tertentu
lainnya yang membantu dalam
transaksi yang melibatkan
pergerakan uang dalam sistem
keuangan domestik dan
internasional.



• Profesi ini mendefinisikan
gatekeeper sebagai berbagai profesi
di bidang keuangan atau hukum
dengan keahlian, pengetahuan, dan
akses khusus kepada sistem
keuangan global, yang 
memanfaatkan keahlian mereka
untuk menyembunyikan hasil
korupsi, profesi tersebut bukanlah
sesuatu yang buruk melainkan
apabila profesi tersebut melanggar
hukum dan digunakan sebagai
sarana untuk melakukan tindak
pidana seperti pencucian uang.



• Peran gatekeeper dalam
mekanismenya bertindak sebagai
individu yang memberikan jasa
menyembunyikan perolehan hasil
korupsi dengan cara
memasukannya ke sistem
keuangan, perusahaan dan skema
lainnya baik yang bersifat
domestik maupun internasional.



• Kondisi ketika kerjasama telah
terjalin serta peran telah
diskemakan, maka gatekeeper hadir
untuk menciptakan kondisi dimana
para koruptor dapat tetap
mempertahankan dan menikmati
perolehan hasil korupsinya secara
sah serta membuat aset-aset
tersebut tidak terlacak oleh aparat
penegak hukum, selain itu tujuan
lain dari gatekeeper adalah untuk
menciptakan ilusi tidak bersalah
kepada pihak yang menyewa
jasanya, yakni para koruptor.



• gatekeeper hadir untuk membantu
menskemakan kejahatan agar tampak
rumit dan berhasil, tujuan akhir yang 
ingin dicapai adalah menggagalkan
investigasi penegak hukum dalam
melacak hasil kejahatan yang dilakukan
oleh koruptor. Hubungan yang terjalin
antara koruptor dan gatekeeper adalah
hubungan mutualisme, sehingga
menjadi wajar jika kedua aktor ini akan
menciptakan kejahatan dengan pola
yang sederhana hingga sangat rumit, 
yakni dengan memanfaatkan fasilitas
dan kemampuan yang melekat pada
profesi. 
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